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ABSTRAK 

 

EKSISTENSI WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT 

 TERHADAP PERLINDUNGAN  HUKUM PROFESI ADVOKAT 

 DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  

ADVOKAT NOMOR 18 TAHUN 2003 

 

 

Oleh 

ROMESTON PURBA  

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  

mengamanatkan  untuk membentuk wadah tunggal organisasi Advokat. Sebagai 

tindak lanjut dari pasal tersebut maka 8 (delapan)  organisasi Advokat membentuk 

Organisasi Advokat yang diberi nama Perhimpunan Advokat Indonesia 

(PERADI). Namun dalam perkembangannya beberapa Advokat yang tidak setuju 

dengan kebijakan yang dibuat oleh PERADI dan mendirikan organisasi Advokat 

baru yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI). Permasalahan bertambah ketika 

Musyawarah Nasional (Munas) PERADI yang dilaksanakan di Makassar  tahun 

2015 menjadi ricuh dan pada akhirnya PERADI terpecah menjadi 3 (tiga)  

kepengurusan yakni Peradi versi Fauzie Yusuf Hasibuan, Peradi versi Luhut MP 

Pangaribuan dan Peradi versi Juniver Girsang.  

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dinamika pembentukan wadah tunggal 

organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian 

profesi Advokat, dan menemukan akibat hukum dari perpecahan wadah tunggal 

Organisasi Advokat terhadap profesi Advokat. Akibat hukum yang ditimbulkan 

dari perpecahan dalam wadah tunggal organisasi Advokat    berdampak terhadap  

profesi Advokat,  Organisasi Advokat Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) 

Klien, Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Pencari keadilan. Disisi lain  

perpecahan wadah tunggal organisasi Advokat menjadikan profesi Advokat 

menjadi tidak eksis dan  berkualitas, serta   membuat wadah tunggal organisasi 

Advokat menjadi bias dan  kualitas Advokat menjadi menurun karena tidak ada 

standart untuk melakukan  Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang 

berkualitas, dan organisasi lain akan menurunkan standart kualitas ujian 

penyaringan menjadi  Advokat untuk mencari anggota yang lebih banyak. 

Saran yang diberikan yaitu diperlukan penyelesaian konflik dalam PERADI 

dengan cara non litigasi atau musyawarah rekonsiliasi, namun apabila cara 

tersebut gagal maka jalan terakhir adalah litigasi melalui peradilan umum. 

Disamping itu perlunya diadakan pembaharuan terhadap  Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2003 tentang  Advokat dan  penambahan ketentuan- ketentuan dalam 

Kode Etik Advokat, serta perlunya pencabutan Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. 

 

 

Kata kunci : Wadah Tunggal, Organisasi Advokat, Perad. 
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ABSTRAC 

THE EXISTENCE OF A SINGLE  ADVOCATE ORGANIZATION 

CONTAINER AGAINST LEGAL PROTECTION IN INDONESIA  

WAS REVIEWED FROM LAW NUMBER  

13 OF THE ADVOCATE LAW 

 

 

By 

 

ROMESTON PURBA 

 

Pursuant to Article 28 paragraph (1) of the Advocate Law mandates to form 

asingle container advocate organizations, as a follow up of that chapter will 

beestablished Indonesian Advocates Association (PERADI). But in its 

developmenta few advocates who disagree with the policies made by PERADI set 

up a neworganization which advocates the Congress of Indonesian Advocates 

(KAI). Theproblem increases when the National Conference (National 

Conference) PERADIheld around mid 2015 into chaos and eventually PERADI 

split into three parts,namely stewardship PERADI Fauzie Joseph 

Hasibuanversion, PERADI LuhutMP Pangaribuan version, PERADI Juniver 

Girsang version. This study aims toFind Single Container Formation Dynamics 

Advocate Organization in realizinthe existence, freedom and independence of the 

profession of advocate, andFinding the legal consequences of a split single 

container Advocate Organizationto advocate profession.The method used are 

normative research and empirical research. The data used areprimary data and 

secondary data by using qualitative analysis.The conclusions of this research is 

the formation of the Advocate, the code ofethics advocate does not guarantee the 

integrity of a single container, theorganization advocates in fact divided into three 

management PERADI which isnot in accordance with the mandate of the 

Advocate Law, and the legalconsequences arising from the split in a single 

container advocate organizations (PERADI ) giving rise to legal uncertainty for 

the  container advocate accordancewith the advocate law, then split from 

PERADI not only affect the advocateprofession but also PERADI, Client, 

Supreme Court, Police, and the AttorneyGeneral. Advice given that the necessary 

solution to the conflict in PERADI byway of non-litigation or deliberation of 

reconciliation, however, if the methodfails then the last resort is litigation through 

the courts of general jurisdiction, theneed of holding the renewal of the Advocate 

Law and also required the addition ofthe provisions of the Code of Ethics of 

Advocates, and the necessity of revokingthe Chairman of the Supreme Court 

Number 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 2015. 

 

Keywords : Container Single, Advocate Organization, Peradi. 
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 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

Lukas 7 ayat 7- 8 

(7) Mintalah maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 
mendapat, ketoklah , maka pintu akan dibukakan bagimu; 

(8) Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang 
mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu 
dibukakan. 
 
 
 
 

 

 

Persembahan: 

Mamaku Lainim (alm)  terima kasih sudah   melahirkan dan merawatku di waktu 
kecil namun Tuhan berkehendak lain atas kehidupanku; 

Bapakku Nuan Purba (alm) yang penuh dukungan  dan bekerja keras untuk 
menyekolahkan aku setinggi-tingginya;  

Istriku Tercinta Leris Malau yang selalu setia dan sabar serta mendukung, 
memotivasi  dengan semangat sampai aku meraih gelar Magister Hukum; 

Kedua Putriku Violenta Lytania Pursida dan Dhear Byrgwita Pursida buah 
hatiku jadilah kebanggaan bapak, mama dan keluarga terlebih-lebih 

kebanggaan Tuhan. 
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menyelesaikan penulisan tesis ini tepat  waktu, sebagai salah satu syarat dalam 

meraih gelar Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 
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